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ABSTRAKSI : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan
menyesuaikan mekanisme penyusunan dan penetapan neraca komoditas
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Neraca Komoditas serta mengatur penyusunan dan penetapan neraca komoditas
perikanan untuk calon induk, induk, benih ikan, inti mutiara, dan/atau mutiara
melalui sistem nasional neraca komoditas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39
Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 32 Tahun 2022; Permen KP No.
48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan
dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dan batasan ruang lingkup dalam
peraturan ini; Bab II mengatur tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan; Bab
III mengatur monitoring dan evaluasi; Bab IV mengatur perubahan neraca komoditas
perikanan; Bab V mengatur pelaporan; Bab VI mengatur pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media
Pembawa berupa Ikan Hidup; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
8/PERMEN-KP/2013 tentang Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2013 tentang
Pengendalian Mutu Mutiara yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia; c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai Bahan Baku
dan Bahan Penolong Industri; dan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan
Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


